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Abstrak

Subyek Hukum Pajak adalah pribadi (person) dan Badan Hukum atau Korporasi. Dalam penegakan
hukum pajak, sering terjadi penyimpangan Hukum Pajak baik yang dilakukan oleh person maupun
korporasi. Upaya penyelesaian penyimpangan ini untuk pelaku person lebih mudah diselesaikan
sesuai dengan hukum yang berlaku, namun untuk pelaku korporasi banyak mengalami kendala.
Apa yang menjadi kendala ini, diungkap melalui penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan jenis
penelitian Yuridis nomatif, sifat penelitian diskriptif. Sumber data yang dominan adalah data
sekundair, yakni meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekundair dan bahan hukum tersier.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap
korporasi adalah diakibatkan adanya kelemahan substansi hukum, kelemahan struktur hukum,
kelemahan budaya hukum dan kelemahan hukum acaranya.

Kata Kunci: penegakan hukum, tindak pidana, korporasi.

Abstract

The subject of Tax Law is an individual (person) and a Legal Entity or Corporation. In the
enforcement of tax law, there are often deviations from the Tax Law, both committed by individuals
and corporations. Efforts to resolve these irregularities for person actors are easier to resolve in
accordance with applicable law, but for corporate actors there are many obstacles. What is this
obstacle, is revealed through research. The research was carried out with the type of juridical
nomative research, the nature of the research was descriptive. The dominant data source is
secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary
legal materials. The results of the study indicate that the obstacles that arise in law enforcement
against corporations are caused by weaknesses in legal substance, weaknesses in legal structures,
weaknesses in legal culture and weaknesses in procedural law.

Keywords: law enforcement, crime, corporation
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A. Pendahuluan

Korporasi adalah sebutan yang lazim
dipergunakan dikalangan pakar hukum
pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam
bidang hukum lain, khususnya bidang hukum
perdata,

sebagai badan hukum. Adanya

korporasi sebenarnya terjadi akibat dari

perkembangan modernisasi. Pada zaman
dahulu, masyarakat primitif atau tradisional
tidak dikenal badan hukum atau korporasi,
segala aktivitas / kegiatan hanya dijalankan
secara individu atau perorangan. Namun
dalam perkembangannya, timbullah akan
kebutuhan untuk menjalankan kegiatan secara
bekerjasama dengan beberapa orang atau
Lebih-lebih

perkembangan ekonomi

korporasi. adanya tuntutan
dan bisnis pada
zaman revolusi industri yang semakin luas
dan kompleks, terutama masalah keterbatasan
dana untuk pembeayaan industri — industri
dan  masalah

besar pengorganisasian

kerjasama antara pemilik modal dalam
melaksanakan aktivitas ekonomi dan bisnis.
dana — dana dari

Adanya korporasi

perseorangan  dapat dikumpulkan atau
digabung untuk membiayai proyek — proyek
besar yang membutuhkan dana yang sangat
1994 15).

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang

banyak  (Salman Luthan,
dalam pergaulan hukum bertindak bersama-
sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri,
suatu personifikasi. Korporasi merupakan
badan hukum yang beranggota |,

hak dan

tetapi

mempunyai kewajiban sendiri

117

terpisah
masing-masing (Chaidir Ali, 1991: 64).
Di

dari hak dan kewajiban anggota
samping itu ada keinginan agar
dengan tergabungnya keterampilan akan lebih
berhasil dari pada bila dilaksanakan hanya
seorang diri. Kemungkinan pula ada
pertimbangan tertentu yakni dapat membagi
resiko kerugian yang kemungkinan timbul
dalam usaha bersama tersebut. Dalam
perkembangan lebih lanjut usaha bersama
atau korporasi ini tidak hanya melibatkan
beberapa orang, tetapi dapat terjadi beberapa
ratus bahkan ribuan orang sebagaimana yang
terjadi saat ini adanya Perseroan Terbatas
(PT) yang menawarkan saham-sahamnya
kekhalayak ramai atau publik. Ini biasanya
terjadi pada Perseroan Terbatas yang sudah go

public.
Pada Kini

korporasi nampak semakin pesat baik dari

masa perkembangan

segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha

yang
diberbagai bidang seperti bidang perbankan,

dijalaninya. ~ Korporasi  bergerak
bidang transportasi, komunikasi, pertanian,

kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik,
bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir
tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas
dari jaringan korporasi. Udara yang Kita
hirup, air yang kita minum, makanan yang
kita telan, pakaian dan alas kaki yang kita
pakai, obat-obatan yang menyehatkan Kita,
berita yang kita baca, masa depan yang Kita
rencanakan, bahkan perilaku di dalam kamar
tidurpun anak  yang

seperti  jumlah



dikehendaki,

baik dengan melalui

semuanya berbau korporasi,
produknya maupun
pencemarannya. (IS. Susanto, 1993 : 5).
Korporasi atau badan hukum merupakan
persekutuan antara orang satu dengan orang
lain dalam rangka untuk mempermudah
mendirikan usaha. Dengan bekerjasama atau
adanya persekutuan ini akan terkumpul dari
beberapa orang modal untuk usaha. Di
samping terkumpulnya modal usaha, apabila
dalam usaha itu muncul resiko, maka resiko
bisa terbagi pada masing-masing anggota
sesuai bobot modal

korporasi dengan

pemasukannya.Adanya korporasi memang

banyak mendatangkan keuntungan bagi

masyarakat dan negara, seperti adanya
kenaikan pemasukan kas negara dari pajak
dan devisa, membuka lapangan pekerjaan,
alih

Namun di

peningkatan teknologi dan lain

sebagainya. samping ada
keuntungan atau dampak positif seperti
tersebut di atas, adanya korporasi juga dapat
mendatangkan  dampak negatif, seperti
pencemaran lingkugan (air, udara, tanah),
eksploitasi atau pengurasan sumber alam,
bersaing secara curang, manipulasi pajak,
eksploitasi terhadap pekerja/buruh,
menghasilkan produk dibawah standar atau
cacat yang membahayakan konsumen dan lain

sebagainya. Munculnya dampak negatif ini

diakibatkan  korporasi terlalu  mengejar
keuntungan yang cukup besar.
Badan Hukum atau Korporasi mampu

melakukan hubungan-hubungan hukum atau
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baik

tertulis maupun tidak tertulis dengan pihak

mengadakan perjanjian-perjanjian

ketiga, badan hukum atau korporasi
mempunyai hak-hak perdata baik atas benda
bergerak dan tidak bergerak, dapat pula
melakukan perbuatan-perbuatan melawan
hukum.

Dalam bidang perpajakan subyek hukum
perpajakan meliputi orang perorangan dan
badan hukum atau korporasi atau dalam
praktek disebut juga perusahaan. Dalam
rangka mencari keuntungan yang besar tidak
jarang perusahaan melakukan tindak pidana.
Korporasi atau badan hukum sebagai subyek
harus  melakukan

hukum  perpajakan

kewajibannya untuk membayar pajak.

Peranan Kkorporasi sangat besar terhadap

pemasukan dana-dana atau kas negara.

B. Metode

Penelitian ~ ini  merupakan  jenis
penelitian yuridis normatif. Sumber data yang
paling utama adalah data sekundair. Data
sekundair terdiri dari bahan hukum primer
yakni Undang-Undang No. 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, Putusan Mahkamah Agung No.
1933 K/PID.SUS/2015, Putusan Mahkamah
2806 K/PID.SUS/2015 dan
Putusan 2239
K/PID.SUS/2012; bahan hukum sekundair,

yakni beberapa pendapat dari para ahli, hasil

Agung No.
Mahkamah Agung No.

penelitian di jurnal; bahan hukum tersier,

yakni kamus dan ensiklopedi.



C. Hasil Penelitian

Di bawah ini penulis paparkan tiga
perusahaan atau korporasi yang melakukan
tindak pidana di bidang perpajakan.Ada tiga
kasus yang penulis ambil dalam penegakan
hukum di bidang perpajakan, yakni Putusan
Mahkamah Agung No. 1933
K/PID.SUS/2015, Putusan Mahkamah Agung
No. 2806 K/PID.SUS/2015 dan Putusan
Mahkamah Agung No. 2239
K/PID.SUS/2012. Secara singkat kasus-kasus
itu adalah sebagai berikut:

a) Kasus Surabaya

Kasus pertama. Putusan Mahkamah
Agung No. 1933  K/PID.SUS/2015
mengenai putusan terdakwa nama: Vinna
Sencahero, HO, tempat lahir: Surabaya,
umur: 45 Tahun (16 Mei 1969), jenis
kelamin: Perempuan, Kebangsaan:
Indonesia, Tempat tinggal: Ruko Paramount
Glaze 2 Biok A-27 RT. 005/RW.002 Kelapa
Dua Tanggerang, Agama: Islam, Pekerjaan:
Swasta/Direktur dan Pendiri CV. Anugerah
Bumi Nusantara.

Terdakwa diajukan ke muka persidangan
Pengadilan  Negeri  Surabaya dengan
dakwaan: pada tahun 2004 menyampaikan
surat pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
melalui CV. Anugerah Bumi Nusantara
yang dapat menimbulkan kerugian pada
pendapatan negara sekurang-kurangnya
sebesar Rp 1.516.955.760,00 (satu milyar
lima ratus enam belas juta sembilan ratus
lima puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh
rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut
merupakan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39
ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000
jo Pasal 64 KUHP.

Tuntutan Jaksa Pada Kejaksaan Negeri
Surabaya adalah sebagai berikut:
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1. Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero,
HO terbukti secara sah menurut hukum
telah bersalah melakukan tindak pidana
dalam dakwaan kedua yaitu menyampaikan
Surat Pemberitahuan dan atau keterangan
yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
sebagai suatu perbuatan yang diteruskan,
sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan
yang berkelanjutan sebagaimana dalam
Pasal 39 ayat (1) huruf ¢ Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang No. 16
Tahun 2000 jo Pasal 64 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

Vinna Sencahero, HO dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Pidana denda sebesar Rp

1.516.955.760,00 (satu milyar lima ratus
enam belas juta sembilan ratus lima puluh
lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

4. Menyatakan barang bukti terlampir dalam
berkas perkara;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp
5.000,00 (lima ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
No. 2487/Pid.B/2014/PN.Sby tanggal 11
Pebruari 2015 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero,
HO tersebut di atas tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana di dakwakan dalam
dakwaan kesatu dan kedua;

2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas
dari seluruh dakwaan (Vrijpraak);

3. Memulihkan segala hak terdakwa tersebut
dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan
martabatnya;

4.Menyatakan barang bukti tetap terlampir
dalam berkas perkara;



5. Membebankan biaya dalam perkara ini
kepada negara.

Putusan Mahkamah Agung:

1. Menyatakan terdakwa Vinna Sencahero,
HO telah terbukti secara sah dan
meyakinkan telah bersalah melakukan
tindak  pidana  “menyampaikan  surat
pemberitahuan dan atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap secara
berlanjut”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Vinna
Sencahero, HO oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 1 (satu) tahun dan denda 2
(dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan
yaitu sebesar Rp 3.033.911.520,00 (tiga
milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus
sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah)
dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak
bibayar, maka diganti dengan pidana
kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah
dijalani terdakwa dikurangkan seperlima
dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti terlampir dalam
berkas perkara;

5. Membebankan terdakwa untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar
Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

b) Kasus Yogyakarta

Kasus yang  kedua. Putusan
Mahkamah Agung No. 2806
K/PID.SUS/2015 mengenai kasus terdakwa
nama: Lin Handy Kiatarto alias Handy

Kiatarto;  tempat  lahir:  Sungailiat;
umur/tanggal lahir: 53 Tahun/ 02 Oktober
1963; Jenis Kelamin: Laki-laki;

Kebangsaan: Indonesian; Alamat: 1. Jalan
Kusumanegara 179 RT. 02/RW. 09, Muja
Muju, Umbul Harjo, Yogyakarta; 2. Merapi
View Blok E Nomor 11, Jalan Kaliurang
KM 9,3 Yogyakarta; Agama Katholik;
Pekerjaan: Direktur CV. Tira Persada.
Terdakwa diajukan di muka persidangan
Pengadilan Negeri Sleman karena didakwa
dengan dakwaaan sebagai berikut:
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Bahwa terdakwa selaku Direktur CV
Tira Persada bersama-sama dengan saksi
Alex  Setyanto  Wahyu Prihasmoro
(dilakukan penuntutan secara terpisah)
sebagai orang yang menyuruh melakukan,
yang turut serta melakukan, yang
menganjurkan  atau yang  membantu
melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan, pada tahun 2009 dan tahun
2010 atau pada SPT PPN masa pelaporan
tahun 2009 dan tahun 2010, atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar
tahun 2009 sampai dengan tahun 2010,
bertempat di kantor KPP Sleman di
lingkungan Kantor Wilayah DJP DI
Yogyakarta jalan Ring Road Utara nomor
10  Maguwoharjo, Depok,  Sleman,
Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di tempat
lain yang masih termasuk di dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah
melakukan beberapa perbuatan yang satu
sama vyang lain saling berhubungan,
sehingga dengan demikian dapat dipandang
sebagai suatu perbuatan yang diteruskan
(Voortgezzette Handeling) dengan sengaja:
tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan,
menyampaikan Surat Pemberitahuan yang
isinya tidak benar dan tidak menyetorkan
pajak yang telah dipungut, sehingga dapat
merugikan pada pendapatan negara.
Tuntutan Jaksa pada Kejaksaan Negeri
Sleman tanggal 7 April 2015 sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handy Kiatarto
alias Lin Handy Kiatarto terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana perpajakan secara bersama-sama dan
berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara, dan pidana denda
sebesar Rp 5.225.907.646,00 (lima milyar
dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus
tujuh ribu enam ratus empat puluh enam
rupiah) subsider pidana kurungan selama 5
(lima) bulan.



3. Menetapkan barang bukti
dikembalikan kepada Jaksa Umum untuk
barang bukti perkara lain.

4. Menghukum terdakwa jika ia
dinyatakan bersalah untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 5.000,00.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman
No. 544/Pid.Sus/2014/PN.Smn, tanggal 13
Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handy Kiatarto
alias Lin Handy Kiatarto terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana perpajakan secara bersama-sama dan
berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dan denda sebesar Rp 468.503.260,00
(empat ratus enam puluh delapan juta lima
ratus tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah);

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak
perlu dijalani kecuali apabila dikemudian
hari ada putusan hakim yang menentukan
lain, disebabkan karena  terpidana
melakukan suatu tindakan pidana sebelum
masa percobaan selama 2 (dua) tahun
berakhir;

4. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan
dikurangkan seluruhnya terhadap pidana
yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti dikembalikan
kepada Jaksa Penuntut Umum untuk barang
bukti perkara lain;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta No0.41/PID.SUS/2015/PT.YGK,
tanggal 12 Agustus 2015 yang amar
lengkapnya sebagai berikut:
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1. Menerima permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Sleman tanggal 13 Mei 2015;

3. Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang untuk tingkat banding sebesar Rp
2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mahkamah Agung menolak
permohonan kasasi dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Sleman.
Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi
Yogyakarta yang menguatkan putusan
Pengadilan ~ Negeri  Sleman  sekedar
mengenai  penambahan pidana denda

sehingga amar lengkapnya sebgai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lin Handy
Kiatarto alias Handy Kiatarto telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana perpajakan secara
berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
dengan ketentuan pidana tersebut tidak
perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada
putusan hakim yang menentukan lain,
disebabkan karena terpidana telah bersalah
melakukan suatu tindak pidana sebelum
masa percobaan selama 2 (dua) tahun
berakhir ~ dan  denda  sebesar Rp
468.503.260,00 (empat ratus enam puluh
delapan juta lima ratus tiga ribu dua ratus
enam puluh rupiah) dengan ketentuan
apabila pidana denda tersebut tidak dibayar,
maka diganti dengan pidana kurungan
selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan barang bukti dikembalikan
kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
diserahkan kepada yang berhak;

4. Membebankan biaya kepada Terdakwa
dalam tingkat kasasi ini sebar Rp 2.500,00
(dua ribu lima ratus rupiah).



¢) Kasus Jakarta

Kemudian pada kasus yang ketiga yakni
yang dijadikan terdakwa adalah Suwir Laut,
yang jabatannya adalah tax manager Asian
Agri Group. Dalam kasus ini yang diproses
hukum hanya sifatnya perseorangan atau
person dari Suwir Laut dan teman-temannya

(proses  hukum  menyusul), sementara
perusahaan atau badan tidak diproses
hukum mulai awal. Bahwa Terdakwa

SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias
ATAK yang bertindak selaku Tax Manager
Asian Agri Group (AAG) bertanggung
jawab  membuat Laporan  Keuangan
Konsolidasi (Neraca dan Laporan Rugi Laba)
dan mempersiapkan, mengisi dan
menyampaikan Surat Pemberitahunan (SPT)
Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib
Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan
yang tergabung dalam Asian Agri Group,
pada tanggal 29 Maret 2003 sampai dengan
tanggal 14 November 2006 atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dari tahun 2003
sampai dengan tahun 2006. Bahwa terdakwa
membuat Laporan Keuangan dan SPT
Tahunan PPh WP Badan 14 (empat belas)
perusahaan di bawah AAG untuk tahun pajak
2002 sampai dengan 2005. Bahwa SPT
Tahunan PPh WP Badan 14 perusahaan yang
tergabung dalam AAG tersebut isinya tidak
benar atau tidak sesuai dengan yang
sebenarnya. Bahwa perbuatan Terdakwa
tersebut dapat mengakibatkan kerugian pada
pendapatan Negara sebesar Rp.
1.259.977.695.652,- (satu trilyun dua ratus
lima puluh sembilan milyar sembilan ratus
tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan
puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua
rupiah) atau setidak- tidaknya sekitar jumlah
tersebut ; Perbuatan Terdakwa tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c jo.
Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dari kasus tersebut Jaksa Penuntut
Umum pada pada Kejaksaan Negeri Jakarta
Pusat tanggal 19 Desember 2011 sebagai
berikut : menyatakan Terdakwa SUWIR
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LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
bersalah melakukan tindak pidana Perpajakan
dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias
ATAK berupa pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun dikurangi selama Terdakwa berada
dalam tahanan sementara dengan perintah
agar Terdakwa segera ditahan, ditambah
dengan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-
(lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan.

Selanjutnya Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa
dan memutuskan melalui putusan No.
234/P1D.B/-2011/PN.JKT.PST. tanggal 15
Maret 2012 vyang amar lengkapnya
sebagai berikut mengabulkan Eksepsi
Prematur dari Penasehat Hukum Terdakwa;
menyatakan surat dakwaan Jaksa/Penuntut
Umum  terhadap  Terdakwa Suwir Laut
karena Prematur tidak dapat diterima.
Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Jakarta memeriksa dan memutuskan melalui
putusan No. 241/P1D.2012/PT.DKI. tanggal
23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai
berikut: menerima permintaan banding dari :
Jaksa/Penuntut Umum; menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.
234/PID.B/2011/- N.JKT.PST. tanggal 15
Maret 2012 vyang dimohonkan banding
tersebut; membebankan  biaya  perkara
dalam kedua tingkat Pengadilan kepada
Negara.

Untuk selanjutnya Mahkamah Agung
memeriksa dan memutuskan mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi
Jakarta No. 241/P1D/2012/- PT.DKI. tanggal
23 Juli 2012 yang menguatkan putusan
Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat No.
234/P1D.B/2011/PN.JKT.PST. tanggal 15
Maret 2012. Selanjutnya Mahkamah Agung
mengadili sendiri: menyatakan  Terdakwa
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias
ATAK tersebut di atas telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak  pidana  ”menyampaikan  surat
pemberitahuan dan/atau keterangan yang
isinya tidak benar atau tidak lengkap secara
berlanjut”; menjatuhkan pidana oleh karena
itu kepada Terdakwa tersebut dengan



pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan
dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada
perintah lain dalam putusan Hakim karena
Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu
kejahatan atau tidak mencukupi suatu
Syarat yang ditentukan sebelum
berakhirnya masa percobaan selama 3
(tiga) tahun, dengan syarat Kkhusus dalam
waktu 1 (satu) tahun, 14 (empat belas)
perusahaan yang tergabung dalam
AAG/Asian Agri Group yang pengisian SPT
tahunan diwakili oleh Terdakwa untuk
membayar denda 2 (dua) kali pajak terutang
yang kurang dibayar masing-masing: yang

keseluruhannya  berjumlah 2 x Rp.
1.259.977.695.652,- =
Rp.2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima

ratus sembilan belas milyar sembilan ratus
lima puluh lima juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah)
secara tunai

D.Pembahasan

Sebelum menganalisis putusan-putusan
di atas, akan diuraikan terlebih dahulu
hubungan antara hukum dan keadilan. Hukum
dan keadilan bagaikan sekeping mata uang
yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan
yang lain, seringkali hukum dilambangkan
Dewi Themis

dengan yang membawa

timbangan, artinya bahwa fungsi hukum
adalah untuk menegakkan keadilan (Mahrus
Ali, 2013: 1). Kemudian ada pepatah yang
mengatakan fiat justitia et pereat mundus
yang

berkeadilan harus dilaksanakan sekalipun

(ruat  coelum) artinya  hukum
dunia harus kiamat (sekalipun juga langit
runtuh karenanya) (Faisal, 2015: 34).

tersebut

Dari
pernyataan menunjukkan bahwa
dalam rangka untuk mewujudkan keadilan,

hukum harus dilaksanakan dengan benar.
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Terkait dengan pernyataan itu apakah kasus
tindak pidana yang penulis paparkan di atas
memenuhi rasa keadilan dari para pihak yang
terlibat. Dalam kasus-kasus itu ada pihak
perseorangan sebagai pegawai dari sebuah
perusahaan dan ada pihak badan atau
korporasi yang merupakan tempat atau
institusinya. Dari ketiga kasus tersebut dalam
melakukan  tindak pidana di  bidang
perpajakan yang di dakwa melakukan tindak
pidana adalah orang pribadi sebagai pegawai
dari sebuah perusahaan. Putusan dari ketiga
kasus tersebut yang diberi sanksi adalah
person-person dari perusahaan. Hanya ada
satu keunikan dalam kasus-kasus tersebut
yakni kasus tindak pidana yang dilakukan
Suwir Laut dalam tindak pidana di 14 (empat
belas) perusahaan yang tergabung dalam
dimana badan atau

Asian Agri  Group,

korporasi sanksi
pidana denda sebesar Rp 2.519.955.391.304,-

lima

atau perusahaan diberi
(dua trilyun ratus sembilan belas
milyar sembilan ratus lima puluh lima juta
tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga
ratus empat rupiah). Padahal sejak awal mulai
penyidikan badan atau korporasi tidak pernah
didakwa melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan. Sementara untuk dua kasus yang
lain yakni kasus Surabaya dan kasus
Yogyakarta badan atau korporasi tidak pernah
disinggung sama sekali artinya badan atau
korporasi tidak dijadikan pelaku tindak pidana

di bidang perpajakan.



Dari tiga kasus tersebut penegakan
hukumnya hanya ditekankan pada kesalahan
personnya saja. Apakah penegakan hukum ini
telah mewujudkan suatu keadilan ?. Bila
diamati dengan seksama yang diproses hukum
hanya personal saja, untuk kasus pertama
saudari Vinna Sencahero HO, untuk kasus
kedua saudara Lin Handy Kiatarto alias
Handy Kiatarto dan untk kasus ketiga adalah
saudara Suwir Laut. Sementara badan atau
korporasi atau perusahaan tidak tersentuh
sama sekali proses penegakan hukum. Dari
tiga kasus tersebut menunjukkan bahwa
penegakan hukumnya tidak mengarah kepada
keadilan tetapi hanya mengejar kepastian
hukumnya saja. Mengapa hal ini terjadi ?, apa
yang menjadi kendala dalam penegakan
hukum ini ?. menurut hemat penulis yang
menjadi kendala dalam penegakan hukum ini
ada 4 (empat) hal, yakni Substansi hukum
(Legal Substansi), Struktur Hukum (Legal
Structure), Budaya Hukum (legal Culture)

dan Hukum Acara (hukum formil).

1. Kendala Pada Substansi Hukum ( Legal

Substance)

Menurut Friedman Legal Substance
the substance is

adalah composed  of

substantive rules and rules about how

institutions should be have (Lawrence Meier
1998: 21)Jadi
substansi adalah aturan, norma dan pola

Friedman, yang dimaksud
perilaku nyata manusia yang berada dalam
sistem itu. Berkaitan dengan tiga kasus di atas

menunjukkan bahwa para penegak hukum
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dalam melakukan penegakan hukumnya
hanya berorientasi pada kepastian hukum
bukan pada keadilan hukum. Hal ini dapat
dilihat bahwa dari ketiga kasus tersebut para
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim hanya
menjerat pelaku tindak pidana yang dilakukan
oleh person atau perseorangan saja, sementara
pelaku yang lain yaitu badan atau korporasi
atau perusahaan tidak tersentuh sama sekali.
Padahal dari kasus tersebut, kasus yang
pertama dan kasus yang kedua di samping
sebagai pribadi juga berkedudukan sebagai
direktur dari sebuah perusahaan. Kemudian
untuk kasus yang ketiga saudara Suwir Laut
berkedudukan sebagai Tax Maneger dari 14
Belas)

tindakan penegak hukum dari ketiga kasus

(empat perusahaan. Perlakuan
tersebut bila dilihat dari sistem yang berlaku
di Indonesia memang tidak salah. Karena
sistem yang kita pakai di bumi Indonesia
adalah sistem civil law, dimana pengambilan
dasar hukum untuk menyelesaikan suatu
kasus atau perkara harus mendasarkan pada
Bila
undang-undang tidak menyatakan itu sebagai

undang-undang atau hukum tertulis.

perbuatan yang melanggar, maka perbuatan
itu tidak akan diproses. Tetapi sebaliknya bila
undang-undang

mengatakan sebagai

perbuatan yang melanggar, maka akan
diproses hukum. Yang menjadi pertanyaan
adalah mengapa penegak hukum atau aparat
lebih

kepastian hukum dari pada keadilan ?. Hal ini

penegak  hukum mengedepankan

tidak lepas dari sejarah perkembangan sistem



hukum di

negara

Indonesia. Kita ketahui bahwa
sebelum kemerdekaan
1945 telah dijajah

Kolonialis Belanda selama tiga setengah

Indonesia
tanggal 17 Agustus
abad. Sistem Hukum vyang digunakan di
negeri Belanda dan di tanah jajahannya yang
disebut Hindia Belanda adalah sistem hukum
Romawi-Jerman atau lebih dikenal
Civil Law System (Satjipto Rahardjo, 1991:

dengan

235). Sebagaimana diketahui, Eropa sendiri
memiliki sejarah tersendiri tentang hukum
dan filsafat-filsafat yang mendasarinya. Maka
aliran-aliran yang berkembang di Eropa bisa
saja berpengaruh juga terhadap pemikiran
filsafat hukum di Belanda. Dalam tradisi Civil
Law system, hukum adalah tertulis (Satjipto
Rahardjo, 2006: 164), dibuat oleh lembaga
pembuat undang-undang (legislatif). Undang-
undang ini digunakan sebagai dasar untuk
menyelesaikan suatu kasus atau perkara di
pengadilan. Undang-Undang merupakan satu-
satunya sumber hukum dan di luar undang-
undang tidak ada hukum. Dalam sistem ini
hakim  hanya  merupakan  sub-sumtie
authomaat dan pemutusan perkara hanya
didasarkan pada undang-undang saja (R.
Suroso, 2013: 87).

Kemudian setelah Indonesia merdeka
1945

Indonesia belum juga mempunyai hukum

pada kurun waktu sampai  Kini,
sendiri secara mapan, maka norma-norma
hukum warisan Kolonial Belanda masih terus
dipakai sambil menyesuaikan dengan alam

kemerdekaan. Dasar penggunaan hukum ini
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adalah Pasal 1l Aturan Peralihan UUD 1945,
badan
negara dan peraturan yang ada masih

yang menyatakan bahwa “Segala
langsung berlaku, selama belum diadakan
yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini”. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi
kekosongan hukum. Pada masa itu dapat
dikatakan bahwa pengaruh hukum Belanda
yakni civil law system masih sangat kuat.

Dari uraian di atas bila dikaitkan
dengan penegakan hukum pidana di Indonesia
sangat nampak sekali terpengaruh filsafat
positivisme yang muncul di negara barat atau
negara Eropa Kontinental yang memakai Civil
Law System. Hal ini disebabkan aturan pokok
dalam penyelesaian tindak pidana masih
menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) yang merupakan terjemahan
dari Wet Boek Van Strafrecht (WVS) dengan
asas konkordansi. Memang KUHP ini telah
mengalami beberapa perubahan disesuaikan
dengan alam kemerdekaan, tetapi ruh KUHP
masih tetap kultur liberal-individulisme yang
sangat berbeda dengan kultur masyarakat
Akibatnya

Indonesia. dalam penegakan

hukum  pidana menimbulkan

ketidakadilan.

banyak
Di samping itu pendidikan
hukum kita masih menggunakan kurikulum
yang menelorkan sarjana hukum yang
menguasai ilmu hukum saja, akibatnya bila
menjadi penegak hukum hanya sebagai
corong undang-undang saja dan yang dikejar
hanya kepastian hukum tanpa memperhatikan

nilai keadilan masyarakat. Kondisi demikian



apakah akan berjalan terus menerus, tentunya
tidak. dilakukan  upaya

mengatasinya.

Perlu untuk

Terkait dengan penegakan hukum di
bidang perpajakan juga tidak terlepas dari
aturan induknya seperti KUHP. Penegakan
hukum pidana di Indonesia dipengaruhi oleh
filsafat positivisme, dimana sistem hukum
yang digunakan adalah Civil Law System,
bahwa sumber hukum yang utama adalah
undang-undang. Tujuan utama sistem civil
law adalah bukan keadilan melainkan
kepastian hukum. Mengingat pengaruh dari
sistem ini yang sangat kuat terhadap para
penegak hukum, maka dalam menyelesaikan
kasus atau perkara sangat mengutamakan sifat
melawan hukum formal. Apabila undang-
undang tidak mengatakan secara eksplisit
bahwa suatu perbuatan itu kejahatan, maka
tidak ada undang-undang yang dilanggar.
Dengan demikian, ia akan bebas dari
Hal

legalitas (Pasal 1 ayat 1 KUHP) yang dikenal

hukuman. ini sesuai dengan azas
dengan sebutan Nullum Delictum Nulla
Poena Sine Praevia Lege Poenali. Banyak
kasus atau perkara yang secara sosiologis
merugikan masyarakat (bila dilihat dari sifat
melawan hukum material), namun secara
yuridis tidak melanggar hukum atau undang-
undang (kasus pembalakan hutan yang
dilakukan oleh Adelinlis yang bebas di
pengadilan Negeri Riau), dan kasus Ariel
Peterpen dan Luna Maya yang melakukan

perzinaan tetapi tidak tersentuh hukum, yang
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ditindaklanjuti hanya pelanggaran Undang-
Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Undang-Undang Pornografi saja. Di
samping itu banyak kasus atau perkara-
perkara pidana yang ditangani aparat penegak
hukum yang nilai kerugian yang ditimbulkan
tidak besar, seperti kasus mbok Rasminah
(Putusan MA No. 653 K/Pid/2011), kasus
mbok Minah, kasus Pencuri sandal (bulletin
Komisi Yudisial, 2012: 9) dan lain-lain.
Memang secara yuridis formal kasus-kasus itu
bisa dijerat dengan undang-undang (KUHP),
tetapi bila kasus ini diproses sesuai dengan
aturan yang ada akan berdampak luas, antara
lain muncul rasa ketidakadilan di masyarakat,
dikatakan “Hukum tajam ke bawah tetapi
tumpul ke atas”, Lembaga Pemasyarakatan
dipenuhi narapidana kasus-kasus kecil dan
lain-lain.

Kemudian terkait dengan penegakan
hukum pajak khususnya Undang-Undang
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yakni Undang-Undang No. 6
tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo
Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 juga
akan mengalami hal yang sama. Dalam Pasal
1 butir 1 dinyatakan bahwa Pajak adalah
kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran



rakyat. Kemudian dalam Pasal 1 butir 2
dinyatakan bahwa wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayaran
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
hak dan

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan

yang mempunyai kewajiban
perundangan-undangan perpajakan. Dari pasal
1 tersebut di atas jelas sekali bahwa wajib
pajak adalah orang pribadi dan badan atau
korporasi atau perusahaan, tetapi mengapa
bila terjadi kasus tindak pidana perpajakan
dalam perusahaan yang menjadi pelaku hanya
orang pribadi, mestinya perusahaan atau
koporasi juga terlibat dalam tindak pidana
tersebut. Terkait dengan tindak pidana yang
dilakukan oleh badan atau perusahaan, ada
beberapa masalah yang perlu dipertanyakan,
yakni 1) apakah suatu badan atau perusahaan
dapat menjadi pelaku tindak pidana, karena
badan atau perusahaan tidak dapat bertindak
sendiri  kecuali melalui pengurus atau
2) dalam hal

yang dilakukan oleh personal

pegawainya ?, bagaimana
perbuatan
perusahaan itu pertanggungjawaban
pidananya dapat dibebankan pada hanya
perusahaan, atau dengan perkataan lain dalam
hal bagaimana pertanggungjawaban itu tidak
dibebankan pada perusahaan tetapi hanya
dibebankan pada personal perusahaan atau
dalam hal bagaimana pertanggungjawaban itu
dibebankan baik pada perusahaan maupun
pada personal perusahaan, 3) ajaran atau
doktrin atau teori apa yang dapat dijadikan
landasan untuk

pembenar dapat
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membebankan tanggungjawab pidana kepada
badan atau perusahaan, 4) Apa bentuk sanksi
pidana yang dapat dijatuhkan kepada badan
atau perusahan. Secara tekstual masalah-
masalah tersebut belum diatur dalam Undang-
Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah
diubah oleh Undang-undang No. 28 Tahun
2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 20009,
sehingga Direktorat Jenderal Pajak bagian
Penyidikan mengalami  kesulitan  untuk
menjerat badan atau perusahaan, sebaiknya di
dalam Undang-Undang Pajak  mengatur
mengenai:

1. Kapan dikatakan badan atau perusahaan
melakukan tindak pidana perpajakan ;

2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Dalam hal

perusahaan dapat dipertanggungjawakan;

bagaimana badan atau
4. Jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan
untuk badan atau perusahaan.

hal
penyidik dalam hal ini (Pejabat Pegawali
Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak) tidak

Mengingat tersebut, maka

melibatkan perusahaan sebagai pelaku tindak
pidana di bidang perpajakan, artinya sejak
awal yang disidik oleh direktorat Jenderal
Pajak hanya pelaku perseorangan. Sebenarnya
bila yang
ditimbulkan dari tidak pidana dari ketiga

ditelusuri  kerugian negara
kasus yang penulis uraikan di atas tidak
pernah kembali. Hal ini bisa dilihat dari
putusan-putusan dari Mahkamah Agung di
atas yang amarnya para pelaku dipidana

penjara percobaan, artinya para pelaku tidak



masuk ke Lembaga Pemasyarakatan selama
tidak
dilanggar, kecuali kasus pertama. Selanjutnya

masa tenggang Yyang ditentukan
pidana denda yang dijatuhkan kepada para
pelaku bisa tidak dilaksanakan atau tidak
dibayarkan kepada negara, karena dalam
putusan Mahkamah Agung tersebut ada
klausula yang menyatakan “apabila pidana
denda tidak dibayar, maka diganti pidana
kurungan”. Dengan alasan berlaku ketentuan
umum di dalam Pasal 30 KUHP. Hal ini akan
sangat berbeda bila badan atau perusahaan
dilibatkan dalam tindak pidana perpajakan,
seperti kasus yang ketiga dimana perusahaan
dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sangat
besar dan perusahaan wajib untuk membayar
denda tersebut, karena dalam putusan tidak
ada klausula untuk mengganti pidana denda
dengan pidana kurungan seperti yang berlaku
bila pelakunya person atau orang. Namun
yang menjadi masalah untuk kasus yang
ketiga ini adalah bisakah seseorang atau
badan dijatuhi pidana atau hukuman tanpa
proses peradilan ?, pada posisi yang mana ia
dapat membela diri artinya tidak ada tempat
untuk pembelaan diri. Apakah dalam hal ini
bisa dikatakan mewujudkan keadilan ?.

Dengan kondisi penyelesaian kasus-

yang
demikian tidak akan membawa efek jera bagi

kasus tindak pidana perpajakan
pelakunya dan calon-calon pelaku tindak
pidana akan ikut-ikutan untuk melakukan

tindak pidana perpajakan atau dengan kata
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lain prevensi special dan prevensi general
tidak akan terwujud.

Selanjutmya mengenai masalah sistem
perumusan pidana dan pemidanaan pada
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo
Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 ada
beberapa hal yang perlu penulis sampaikan,
yakni:

1. Penggunaan ancaman pidana minimal
khusus untuk tindak pidana perpajakan ini
yaitu pada Pasal 38, 39, 39A. Rumusan
ancaman pidana minimal ini akan menjadi
masalah, karena tidak disertai dengan aturan
atau pedoman pemidanaan  untuk
menerapkan ancaman pidana minimal khusus
ini. Dengan adanya ancaman minimal khusus
yang menyimpang dari sistem KUHP, maka
pembuat undang-undang harus membuat
aturan khusus dalam penerapannya. Hal ini
sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal
103 KUHP. Dalam ancaman khusus minimal
yang ada pada Undang-Undang No. 28 Tahun
2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2009
pada pasal tersebut di atas akan menimbulkan
masalah karena dilihat dari sudut sistem

pemidanaan, pencantuman jumlah
sanksi/ancaman pidana (minimal/maksimal)
dalam perumusan delik (aturan khusus) hanya
merupakan salah satu sub sistem dari sistem
pemidanaan.  Artinya ancaman  pidana
minimal tidak dapat begitu saja diterapkan
hanya dengan dicantumkan di dalam
perumusan delik. Untuk dapat diterapkan

harus ada sub sistem lain yang mengaturnya.



Sebagai contoh dalam Undang-Undang No.
15 Tahun 2003 jo Perpu No. 1 Tahun 2002
Tindak

menyatakan

Pemberantasan Pidana

yang
penjatuhan pidana minimum Kkhusus tidak

tentang
Terorisme bahwa
berlaku untuk pelaku di bawah usia 18
(delapan belas) tahun.  Dalam Undang-
Undang Perpajakan ini juga tidak diatur
apakah pidana minimal itu dapat diperingan
(dalam hal ada faktor yang meringankan) atau
dapat diperberat (dalam hal ada faktor yang
memperberat).

2. Sistem perumusan sanksi di dalam
Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo
No. 16 Tahun 209
menggunakan sistem kumulasi pada Pasal 39,
39A, 41, 41A, 41B, menggunakan sistem

alternatif pada Pasal 38 dan Pasal 41C.

Undang-Undang

Penggunaan sistem kumulasi akan menemui
kesulitan penerapannya apabila pelakunya
adalah badan atau korporasi. Apakah bisa
badan atau korporasi dipidana penjara atau
kurungan dan denda. Di samping itu sistem
sanksi kumulasi

perumusan dengan

mengandung kelemahan karena bersifat
imperatif dan kaku, hakim dalam menerapkan
sanksinya tidak banyak pilihannya.
3. Dalam Undang-Undang Perpajakan ini
jenis pidana pokok yang digunakan adalah
pidana penjara dan denda.
Dalam penerapan sanksi terhadap
pelaku perseorangan dapat dilakukan, karena
orang bisa dipenjara dan bisa didenda untuk

membayar sejumlah uang. Termasuk juga
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apabila denda tidak dapat dibayar bisa diganti
dengan pidana kurungan yang diatur dalam
30 KUHP. Namun bila badan atau

korporasi atau perusahaan sebagai pelaku

Pasal

tindak pidana di bidang perpajakan ini bisa
didenda sejumlah uang tertentu, tetapi tidak
dapat dipenjara. Selanjutnya bagaimana
apabila badan atau korporasi tidak dapat
membayar sejumlah uang, bisakah diganti
dengan pidana kurungan ?, hal ini tidak diatur
baik dalam KUHP maupun di undang-undang

perpajakan.

2. Kendala Pada Struktur Hukum (Legal
Structure)

Struktur Hukum adalah the structure
of a system is its skeletal framework; it is the
permanent shape, the institutionsl body of the
system, the though, rigid bones that keep the
process flowing within bounds.(Lawrence
Meier Friedman, 1998: 21) Yakni kerangka
atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan,
bagian yang memberi semacam bentuk dan
batasan terhadap keseluruhan (Jaenal Aripin,
2008: 117. Struktur hukum atau pranata
hukum disebut sebagai sistem struktural atau
lembaga yang menentukan bisa atau tidaknya
hukum itu dilaksanakan dengan baik. Dengan
demikian yang termasuk kedalam struktur
hukum adalah lembaga penegak hukum dalam
kontek tindak pidana di bidang perpajakan
yakni penyidik (dari Pejabat Pegawai Negeri
Sipil dari Direktorat Jenderal Pajak), Penuntut
Umum (Kejaksaan), Pemeriksa dan pemutus



tindak pidana perpajakan (Hakim) dan
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Dominasi ~ sumber  pajak  bagi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN)
kelangsungan pembangunan di
Oleh sebab

Jenderal Pajak Menargetkan penerimaan dari

menjadi taruhan besar dalam
Indonesia.

itu setiap tahun Direktorat

pajak ini. Sebagai contoh pada tahun 2016
target penerimaan pajak sebesar Rp 1.355
trilyun. Target tersebut bisa tercapai atau
terialisir jika semua wajib pajak patuh untuk
membayarnya. Penerimaan pajak per 3
Desember 2016 mencapai Rp 1,105 trilyun
atau sebesar 81,54 %. Dari pernyataan ini
jelas ada sejumlah wajib pajak yang belum
memenuhi  kewajibannya untuk membayar
Ketika Joko  Widodo
berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak pada 29 Maret 2016, beliau dengan

pajak. Presiden

tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum
bayar, ya suruh bayar. Kalau kurang bayar ya
suruh bayar. Artinya bahwa semua orang
sama di muka hukum (equality before the
law). Dari pernyataan ini mengindikasikan
bahwa bagi wajib pajak yang tidak melakukan
kewajibannya membayar pajak harus ada
penegakan hukum baik wajib  pajak
perseorangan maupun wajib pajak badan atau
korporasi.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun
1983 sebagaimana diubah oleh Undang-
Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-
16 Tahun 2009

Undang No. tentang
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Penetapan Perpu No. 5 Tahun 2008 tentang
perubahan keempat Undang-Undang No. 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata cra Perpajakan menentukan bahwa
penegakan hukum perpajakan melalui dua
cara yaitu cara administrasi atau cara pidana.
Dalam kasus-kasus pajak tidak seluruhnya
dilimpahkan ke pengadilan, hanya kasus yang
sudah pada tahap penyidikan akan
dilimpahkan ke pengadilan, ini saja bisa tidak
diberhentikan  tindak
pidananya. 44A Undang-
Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-
Undang No. 16 Tahun 2009 dinyatakan
bahwa penyidikan diberhentikan apabila
tidak bukti,

peristiwanya kadaluwarsa

dilanjutkan  atau

Dalam Pasal

terdapat atau

telah

cukup
atau

tersangka meninggal dunia. Pada pasal 44B

ayat (1) dinyatakan bahwa untuk
kepentingan penerimaan negara, atas
permintaan Menteri Keuangan, Jaksa

Agung dapat menghentikan penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan paling
lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak tanggal surat permintaan. Namun
dilakukan

setelah wajib pajak melunasi pajak yang

penghentian penyidikan itu
tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
seharusnya dikembalikan dan ditambah
dengan sanksi administrasi berupa denda
sebesar 4 (empat kali jumlah pajak yang
tidak atau kurang dibayar atau yang tidak
dikembalikan.

seharusnya Penanganan

tindak pidana perpajakan lebih diutamakan



di luar pengadilan dalam rangka untuk
pengembalian kerugian negara dari pada
yang
ditimbulkan tidak dapat kembali ke negara.

pelakunya dipenjara  kerugian
Penegakan hukum seperti ini tidak akan
efek

Mereka akan melakukan berulang-ulang

menimbulkan jera bagi palaku.
karena bila diketahui oleh penegak hukum
akan diselesaikan secara administratif.
Terkait dengan penegakan hukum
ini yang terkena sanksi pidana tidak hanya
wajib pajak, tetapi pegawai pajak juga bisa
bila

undangan pajak, misal Gayus Tambunan

terkena melanggar  Perundang-

karena melakukan penggelapan pajak

terkena hukuman 12 tahun untuk kasus
Perkara Kasasi No. 1198 K/Pid.Sus/2011
dan hukuman pidana penjara 8 tahun untuk
kasus kasasi No. 1146 K/Pid.Sus/2010.
Dalam menangani kasus tindak
pidana perpajakan terkait dengan badan
atau korporasi yang telah memenuhi alat
bukti yang cukup ada kendalanya yakni
penyidik dan Penuntut Umum enggan atau
tidak

kejahatan korporasi ke pengadilan lantaran

berani  melimpahkan  perkara

kesulitan merumuskan surat dakwaan.
Kalaupun ada beberapa kasus yang
mencoba menjerat korporasi, seringkali

putusannya lepas dengan dalih entitas

korporasi tidak turut didakwakan.
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3. Kendala Pada Budaya Hukum (Legal
Culture)

Yang dimaksud budaya hukum
(Legal Culture) menurut Lawrence Meier
Friedman adalah System their beliefs,
values, ideas, and expectations(Lawrence
Meier, 1998: 20). Jadi

menurut Friedman adalah sikap manusia

kultur hukum
terhadap hukum dan sistem hukum-

kepercayaan, nilai, pemikiran, serta
harapannya. Atau dengan kata lain kultur
hukum adalah suasana pikiran sosial dan
yang

bagaimana hukum digunakan,

menentukan
dihindari
atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum,
tidak
berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di

kekuatan sosial

maka sistem hukum itu sendiri

keranjang, dan mencakup opini-opini,
kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara
bertindak, baik dari penegak hukum sendiri
maupun dari warga masyarakat. Terkait
dengan masalah pajak ini ada pernyataan
menarik dari organisasi massa Nahdlotul
Ulama (NU) dalam Musyawarah Nasional
Nahdlotul

Pondok Pesantren

dan Konfrensi Besar Ulama
(NU) di

Palimanan,

Kempek
17

menghasilkan

Cirebon
2012

antara

pada tanggal
September

Rekomendasi, lain menyangkut
perlunya keseriusan pemberantasan korupsi

dan dukungan untuk memberikan ancaman

hukuman mati bagi para koruptor. Di
samping itu juga menyatakan akan
memboikot pemungutan pajak apabila



pajak terus dikorupsi oleh aparatur pajak.

Apabila pajak digunakan untuk
kepentingan rakyat dan ada upaya
perbaikan untuk menutup kebocoran

penerimaan pajak maka Nahdlotul Ulama
(NU)
Dinyatakan oleh Ketua Umum PBNU Said

Aqil Siroj bahwa kewajiban membayar

akan  mendukung  Pemerintah.

pajak itu tidak ada dalam syariat Islam,
yang ada adalah kewajiban membayar
zakat yang hukumnya wajib. Namun umat
Islam harus membayar pajak karena harus
taat kepada Pemerintah, pemungutan pajak
diperbolehkan sepanjang untuk
membangun negara (Widi Widodo. 2019:
1). Dari

terbesar di Indonesia ini perlu diperhatikan,

pernyataan salah satu ormas

karena berdampak sangat besar terhadap
pemungutan pajak. Oleh sebab itu perlu
pembenahan yang lebih bagus tentang

pengelolaan  pajak ini. Di internal

Direktorat Jenderal Pajak perlu adanya
pengawasan yang ketat terhadap petugas
pajak, jangan sampai terjadi penyuapan
dari wajib pajak dalam rangka untuk
mengurangi jumlah pajak yang seharusnya
dibayarkan. Dalam praktek sering terjadi
atau banyak terjadi penghitungan pajak
yang dilakukan oleh wajib pajak (karena
adanya sistem self assesment yakni
menghitung pajak sendiri) dengan cara
menghitung seminimal mungkin, dengan
harapan bila terjadi pengontrolan dari

petugas pajak dapat digunakan untuk
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negosiasi. Kondisi semacam ini bisa

digunakan untuk bermain dari para pihak
yang tidak
kepentingan pribadi. Atau bisa juga dengan

bertanggungjawab  demi
cara yang lain, misalnya wajib pajak diberi
hak untuk mengajukan keberatan tentang
jumlah pajak yang menjadi kewajibannya.
petugas pajak untuk bermain dengan para
wajib pajak. Hal ini teringat kasus-kasus
yang ditangani Gayus Tambunan yang
akhirnya dipenjara selama 12 tahun.
Selanjutnya apakah bila otoritas
pajak sudah baik, mampu memperbaiki
atau  sudah

pengawasan memperbaiki

sistem dan juga sudah mengeliminasi

kebocoran pajak maka otomatis warga

masyarakat  akan terdorong untuk

mematuhi membayar pajak ?, apakah

petugas pajak merupakan faktor dominan
dalam hal ini ?, bagaimana dengan
penggunaan dana pajak dari instansi lain ?,
kemudian

terus bagaimana

yang
melanggar peraturan-peraturan pajak dan

dengan

penegakan hukum bagi telah

lain sebagainya. Hal hal semacam itu bisa
mempengaruhi seseorang atau wajib pajak
untuk  membayar pajak. Kemudian
bagaimana dengan wajib pajak sendiri,
apakah sudah ada kesadaran untuk
membayar pajak atau masih ada paksaan
yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari

ditumbuhkan

wajib pajak sendiri perlu

kesadaran akan arti



pentingnya pajak bagi masyarakat atau
negara. Salah satu cara yang bisa dilakukan
adalah dengan membangun iklim yang
kondusif untuk menumbuhkan agar wajib
pajak mau  menunaikan  kewajiban
Ada

untuk

membayar pajak secara sukarela.

beberapa  teori  atau  cara
menumbuhkan kepatuhan membayar pajak,

yakni pertama agar penerimaan pajak
tercapai perlu adanya sistem yang Kketat,
artinya Direktorat Jenderal Pajak harus

melaksanakan dan menegakkan aturan
pajak dengan ketat. Jadi dalam hal ini
penegakan hukum harus dilakukan dengan
baik.

pendekatan economic psychology dalam

Yang kedua adalah dengan
meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
Wajib pajak didorong untuk patuh bukan
karena takut akan sanksi yang dijatuhkan
kepadanya apabila mengelak membayar
pajak, tetapi karena secara moral mereka
untuk

bertanggungjawab membangun

negara. Kemudahan-kemudahan dalam
melaksanakan kewajiban pajak diberikan
pada para wajib pajak (Turwanto,2019:1).
Ada beberapa negara di Eropa antara lain
Denmark, Finlandia,

Swedia, Norwegia

dimana anggota masyarakatnya patuh
untuk membayar pajak walaupun pajaknya
tergolong cukup tinggi. Hal ini disebabkan
dinegara tersebut pelayanan kesehatan,
pendidikan, infrastruktur dan pelayanan
publik lainnya terjamin dengan baik. Dan

bahkan di Swedia urusan warga negara dari
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lahir (pencatatan sipil), pernikahan hingga
kematian dan lain-lain semuanya terkaver
oleh otoritas pajak. Negara memberikan
standar yang tinggi bagi warga negaranya
sehingga masyarakat tidak segan dan justru
senang membayar pajak (Turwanto, 2019:
2).

Untuk
pemungutan pajak berjalan lancar perlu

negara Indonesia agar
belajar atau mungkin bisa mengadopsi
sistem vyang berlaku di negara-negara

tersebut di atas dengan peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan,
penyediaan infrastruktur yang memadai,
kemudahan dalam berusaha, kesederhanaan

sistem perpajakan, adanya transparansi dan

pelayanan publik yang lain sehingga
masyarakat benar-benar merasakan
kesejahterakan.

4. Kendala Pada Hukum Acara (Hukum
Formil)

Sampai saat ini banyak sekali undang-
undang Yyang menyatakan badan atau
korporasi atau perusahaan sebagai subyek
hukumnya atau pelakunya, namun pengaturan
mengenai sepak terjang badan atau koprorasi
atau perusahaan sebagai pelaku atau subyek
hukum  belum termasuk

begitu jelas,

pengaturan mengenai subyek hukum itu
melakukan tindak pidana, antara lain Undang-
Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal, Undang-Undang Psikotropika UU.

No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang



Narkotika UU. No. 22 Tahun 1997, Undang-
Undang larangan Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat UU. No. 5 Tahun 1999,
Undang-Undang Perpajakan UU. No. 28
tahun 2007 jo UU. No. 16 Tahun 2009,
Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi UU.
No. 31 Tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun
2001, Undang-Undang Pencucian Uang UU.
No. 8 Tahun 2010. Dari beberapa undang-
undang tersebut semuanya telah mengakui
bahwa badan atau korporasi atau perusahaan
sebagai subyek hukum dan bisa melakukan
tindak pidana, termasuk undang-undang
perpajakan. Hal ini dapat dilihat pengaturan
mengenai sanksi pidana yang diatur dalam
Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, 41C. Sanksi
tersebut dapat diterapkan pada pelaku
perseorangan dan pelaku badan atau korporasi
atau perusahaan. Mengingat sejak awal yakni
Pasal 1 butir 2 dan 3 secara tegas menyatakan
bahwa subyek hukum pajak adalah orang
pribadi atau badan atau korporasi.

Dari apa yang diuraikan di atas
No. 6 Tahun 1983
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No.

16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan

Undang-Undang

Tata Cara Perpajakan telah mengatur hukum
materiilnya atau substansi hukumnya, namun
belum lengkap (uraian sub A di atas). Untuk
Hukum Acaranya juga belum mengatur.
hal

pengaturan hukum acara mengikuti Undang-

Mengingat yang demikian, maka
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Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana yang diatur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
nampaknya hanya ditujukan pelaku tindak
pidana hanyalah orang pribadi. Untuk pelaku
tindak pidana badan atau korporasi akan
Hal bisa dilihat
ketentuan yang ada pada Pasal 143 ayat (2)

menemui  kesulitan. ini
yang menyatakan bahwa:
Penuntut Umum membuat surat dakwaan
yang berisi tanggal dan ditanda tangani serta
berisi:

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau

tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan,
tempat tinggal, agama dan pekerjaan
tersangka;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebutkan waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut
beberapa identitas itu tidak cocok ditujukan
kepada badan atau korporasi atau perusahaan
sebagai pelaku tindak pidana, misalnya jenis
kelamin dan agama. Melihat ketentuan yang
demikian menurut Artidjo AlKostar: “untuk
melacak dasar tuntutan pertanggungjawaban
korporasi dapat melihat Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga Undang-
Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang
Yayasan dan lain sebagainya yang memuat
tujuan dan misi korporasi” (Ahmad Drajat,

2017: 4). Hal ini harus dipahami lebih jauh



oleh para penegak hukum sehingga badan
atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana
perpajakan dapat dijadikan terdakwa dan
dituntut di pengadilan.

Sebagai perbandingan dalam Undang-
Undang Tindak Pidana
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pada
Pasal 20 telah mengatur tindak pidana korupsi

Korupsi  yakni

dengan pelaku badan atau korporasi, tetapi
nampaknya masih dianggap belum begitu
jelas. Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun
1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001

menyatakan bahwa:

(¢H) Dalam hal tindak pidana korupsi
dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan

pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan
atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh

korporasi  apabila tindak pidana tersebut
dilakukan  oleh  orang-orang baik
berdasarkan ~ hubungan  kerja  maupun

berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam
lingkungan korporasi tersebut baik sendiri
maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan
terus

terhadap korporasi maka korporasi

diwakili oleh pengurus.
(4)

sebagaimana

Pengurus yang mewakili  korporasi

dimaksud dalam ayat (3)
dapat diwakili oleh orang lain

(5)

pengurus korporasi

Hakim dapat memerintahkan

supaya
menghadap sendiri di
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pengadilan dan dapat pula memerintahkan
supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang
pengadilan.

(6)

terhadap korporasi,

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan
maka panggilan untuk
menghadap dan penyerahan surat panggilan

tersebut disampaikan ke pengurus di tempat

tinggal pengurus atau ditempat pengurus
berkantor.
(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan

terhadap korporasi hanya pidana denda,
dengan ketentuan maksimum pidana ditambah
1/3 (satu pertiga).

Tidak diaturnya hukum acara dalam
KUHAP merupakan suatu kendala dalam
pemberantasan  korupsi terhadap pelaku
korporasi atau badan. Hal ini diakui oleh
Mahkamah Agung, dimana beberapa hakim
Mahkamah Agung mengeluhkan masih

sedikitnya aturan hukum baik hukum
materiilnya maupun hukum acaranya yang
mengatur secara jelas pidana
korporasi (Ahmad Drajad, 2019: 2). Terkait

dengan hal ini, Artidjo Alkostar mengatakan

terhadap

bahwa selama ini masih sering menjadi
pertanyaan di kalangan para hakim bahwa
aturan peraturan perundang-undangan
memang memungkinkan korporasi dipidana
dalam kasus korupsi, tetapi aturan itu masih
belum jelas. Ada kelemahan dalam hukum
acara kita. Bila pidana penjara, siapa yang
bertanggungjawab, Dirutnya atau siapa ?,
bagaimana bila personnya begitu banyak ?

(Ahmad Drajad, 2019: 3).



Dari beberapa undang-undang yang
subyek hukumnya di samping orang juga
badan atau korporasi, pengaturannya yang
paling lengkap mengatur badan atau korporasi
adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang
Tindak

dari dua

Pencegahan dan Pemberantasan
Pidana Pencucian Uang. Namun

Undang-Undang itupun belum jelas dengan
hukum acaranya. Hukum Acara dari Undang-
Undang tersebut di atas bila tejadi tindak
pidana menggunakan Undang-Undang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).

Undang-Undang

Bila hal ini dikaitkan dengan
No. 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-
16 Tahun 2009
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang No. tentang

sama sekali belum mengatur selengkap

Undang-Undang Korupsi dan Undang-

Undang Pencucian Uang.

E. Kesimpulan
Dari uraian yang penulis paparkan di

atas dapat disimpulkan bahwa dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana
korporasi atau badan hukum atau perusahaan,

hambatan atau kendala yang muncul

khususnya di bidang perpajakan adalah ada

pada substansi hukumnya (normanya),

struktur hukumnya (penegak hukumnya),
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budaya hukumnya dan hukum acaranya

(hukum formalnya).
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